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REPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/ 4 1z [DPMPTSP-P.2/VIII/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

TINGEAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK-KB TUNAS BANGSA DESA SATUI BARAT

KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala TR-KB Tunas
Bangsa Nomor B/421.1/007-MS3/TP-PKK.DS.5B/VIl/20109
Tangeal 01 Jul 2019;

hahwa berdasarkan sural rekomendasi Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
B/421.1/7866 ) Disdikbud-UDI/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian lzin Operasional PAUD Tunas Bangsa Desa
Satui Barar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Undang-Uindang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
MNegara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3851

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provins
Rahmantan Selatan  (Lembaran Megara Republik  [Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nastonal (Lembaran Nepara FRepublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indaonesia Nomor 4301);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
[Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 2437], sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 Llentang perubahan
Hedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4834);
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Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik [ndonesia Nomor 5234,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 43496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daecrah
Provinst dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 486.3);

Peraturan Pemerinitah  Nomor 17 Tahun 2010  tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Megara
Repubhik Indonesia Nomor 5103] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20110
tentang Pengelolaan dan Penvelengearaan Pendidikan {Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Mamor 5157);

Peraturan  Presiden  Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelavanan Saitu Pintu (Lembaran  Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Keputusan Mentenn Pendidikan Nasiona! Nomor 060/U /2002
tentang Pedoman Pendirian Sckolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Namor 82 Tahun
2014 tentang Pendirian Batuan Pendidikan Anak Usia Dini
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanabh Bumbu Tahun 2008
Nomaor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tabun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah
Momor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu ([Lembaran Daerah RKabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20};

Peraturan Dacrah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan [Daerah Kabupaten
Tanah Bumhbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu [Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomar 62,
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17, Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2016  tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah [Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

T

18, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dolkumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI {PAUD) TK-KB TUNAS BANGS3A DESA
SATUI BARAT KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBLU.

: Pemberan lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK-KB

Tunas Bangsa Desa Satu Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah
Bumbu.

: Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar

mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-

nal sehagal benkut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana vang selalu
diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

2. Mempersiapkan tenaga edukatil yvang diperlukan sesuail dengan
kurikulum vang berlaku,

3. Mengupavakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
kebutuhan,

s lan Operasional Pendidikan Anak Usia Dind (PAUD] TK-KB Tunas

Bangsa Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu,
berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan
kegratannya sesuar dengan aturan dan ketentuan undang-undang
vang berlaku.

Keputusan ini berlaku mulai tangpal ditetapkan, apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinva.

Mtetapkan di ; Batulicin
Pada tanggal 9 [ oob e

AN. BUPATI TANAH BUMBU

......

Kenala Dinas Pendidikan dan hebadayvaan kabupaten Tanah Bunsho,

ATRIp.
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KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR

B/510.4/ 4 Ui /{DPMPTSP-
P.2 /VIII/2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (FAUD) TK-KB
TUNAS BANGSA DESA SATUI BARAT
KECAMATAN SATUI KABUPATEN
TANAH BUMBU,

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMEBAGA

PALID TUNAS
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STATISTIK
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